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Penelitian ini berangkat dari permasal ahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-
undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem
presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-
undang dalam sistem presidensial di Indonesia, dan praktik pendelegasi peraturan dari undang-undang
kepada peraturan menteri secaralangsung dalam sistem presidensial di Indonesia, serta pendelegasi
peraturan dari undang-undang yang baik dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini, metodologi yang
dilaksanakan adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pembentukan
undang-undang dalam sistem presidensial Indonesia mempunyai ke khasan tersendiri. Hal itu dapat dilihat
dengan adanya kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang besar yang dimiliki Presiden
dalam konstitusi Indonesia. Kedua, Pendel egasian secara langsung dari undang-undang kepada peraturan
menteri dalam praktiknya masih sering dilakukan, dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 terdapat 16
undang-undang yang memberikan delegasi langsung kepada Peraturan Menteri. Pendelegasian secara
langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara filosifis terkesan mengingkari sistem
presidensial di Indonesia. Secara historis, praktik pendelegasian peraturan dari undang-undang kepada
peraturan menteri secara langsung dipahami sebagai bagian dari proses transformasi praktikal yang tidak
sempurnadari sistem parlementer pasca Maklumat Pemerintah 14 November 1945 hingga saat ini.

<hr />This research departs from the problem of the practice of delegating direct regulations from the law to
ministerial regulations directly which has the potential to contradict the spirit of the presidential system
adopted in Indonesia and the spirit of article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. with the aim of knowing the establishment of lawsin presidential systemsin Indonesia, and the
practice of delegating regulations from the law to ministerial regulations directly in presidential systemsin
Indonesia, as well as regulatory delegators from good laws in the future. In this study, the methodol ogy
implemented was normative research. Research results show that First, the establishment of lawsin
Indonesian presidential systems has its own specificity. This can be seen by the establishment of alarge
number of laws and regulations that the President has in the Indonesian constitution. Second, direct
delegation of the law to ministerial regulationsis still practiced in practice, in the period 2015 to 2017 there
are 16 laws that provide direct delegation to Ministerial Regulations. Direct delegation of the law to
ministerial regulations philosophically seems to deny the presidential system in Indonesia. Historically, the
practice of delegating regulations from the law to ministerial regulations was directly understood as part of
the imperfect process of practical transformation of the parliamentary system after the Government
Declaration of November 14, 1945 to the present.
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